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ABSTRAK 

Nama       : Padlia 

NIM     : I0119010 

Program Studi   : Ilmu Hukum 

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula    

Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di 

Kabupaten Majene. 

 

Penelitian ini membahas tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Kabupaten Majene.” 

Dengan permasalahan bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban 

pelaku usaha jasa laundry terhadap konsumen atas ketentuan pencantuman 

klausula Eksonerasi pada nota laundry.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini 

adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta analisis data yang 

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat klausula baku yang 

merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota laundry di Kabupaten 

Majene. Terdapat 5 (lima) bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota 

laundry di dalamnya. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bentuk terhadap 

perlindungan hukum akan konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan 

beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu: 1) 

bagi pihak laundry sebaiknya mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa 

yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggungjawab yang 

mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen. 2) bagi konsumen agar kiranya 

dapat mengetahui mengenai perundang-undangan yang berlaku untuk 

menghindari segala bentuk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Laundry
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam 

jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan 

informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa 

telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya 

dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

secara variatif.1 

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena 

kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi 

dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut 

menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak 

seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena 

konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan besarnya 

melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.2 

Secara sederhana, konsumen dapat diartikan sebagai pengguna atau 

pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 

                                                                 
1
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm 1 

2
 Ibid 
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baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini pelaku usaha adalah pihak 

yang memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada 

konsumen. Menurut undang-undang, konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tak untuk 

diperdagangka.3 

Perkembangan perekonomian membuat aktivitas perdagangan menuntut 

pelaku usaha menerapkan perjanjian sepihak dengan konsumen yang berisi 

klausula baku untuk mempermudah transaksi.
4

 Berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 ayat 10 

menyebutkan bahwa: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”5. 

Pencamtuman klausula baku sering disalah gunakan oleh pelaku usaha 

yang dapat merugikan konsumen dan menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya pengaduan konsumen. Klausula tersebut dikenal klausula 

Eksonerasi, yaitu syarat dan ketentuan yang mengurangi atau menghapus 

                                                                 
3
 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Kelembagaan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan 

Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 

2021),,hlm.3.  

4
 Ibid 

5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 Ayat (10) 
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sebagian atau seluruh tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada 

pelaku usaha.6 

Usaha Laundry termasuk salah satu usaha yang mengandalkan jasa 

sehingga kepuasan konsumen akan hasil akhirnya merupakan suatu prioritas 

bagi usaha Laundry. Konsumen berhak memperoleh hasil yang maksimal 

atas jasa yang diberikan oleh usaha Laundry tanpa membedakan konsumen 

dari kalangan atas maupun bawah.7 

Banyaknya usaha jasa Laundry yang bermunculan membuat pelaku 

usaha saling bersaing satu sama lain agar konsumen tertarik sehingga setia 

menjadi pelanggannya. Dalam pelaksanaan usaha jasa Laundry, pelaku usaha 

dengan konsumen memiliki suatu hubungan di mana pelaku usaha 

melakukan pelayanan terhadap barang dari konsumen sedangkan pihak yang 

menikmati hasil dari usaha jasa Laundry tersebut adalah konsumen.8 

Dalam hubungan tersebut, terdapat perjanjian yang termuat dalam nota 

Laundry dimana mengikatkan pelaku usaha dengan konsumen. 

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam nota Laundry tidak sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak dikarenakan pelaku usaha telah mencantumkan 

klausula-klausula terlebih dahulu sehingga konsumen tidak memiliki 

kebebasan dalam bernegosiasi untuk mengubah dan hanya dapat mengikuti 

                                                                 
6
 Rizka Syarifa dkk, Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen pada Klausula Eksonerasi di Sektor 

Jasa Keuangan dan Retail dengan Pendekatan Mixed Methods, Vol. 15, No. 2, 2022, 

hlm. 1. 

7
 Ida Ayu Maharani Chintya Anjani dan I wayang Novy Purwanto, Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha Terhadap Pencamtuman Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry, Jurnal Kerta 

Semaya, Vol.8, No.3,2020, hlm.426 

8
 Ibid 
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ketentuan yang telah tercantum. Berkembang pesatnya usaha Laundry ini 

membuat masyarakat sangat mudah untuk menemukannya, sehingga 

persaingan semakin ketat. Persaingan ini membuat pelaku usaha Laundry 

lebih mementingkan hasil yang cepat dari pada kualitas hasil akhir jasa 

Laundrynya.9 

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri, ketentuan 

mengenai pencamtuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan 

bahwa: 

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak secara langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; 

                                                                 
9
 Ibid,, 
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e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli 

jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggunan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.10 

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen 

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 

undang-undang ini.11 

                                                                 
10

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 18 Ayat (1) 

11
 Ibid 
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Terdapat beberapa contoh klausula Eksonerasi sebagai point perjanjian 

dalam nota Laundry di Kabupaten Majene, yaitu “Kerusakan, Luntur Karena  

sifat bahan-bahan adalah resiko konsumen”.12 Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) 

huruf a, klausula di atas tergolong klausula Eksonerasi karena menyatakan 

pengalihan wewenang dari pelaku usaha terhadap pelanggang. Klausula 

kedua yang tergolong klausula Eksonerasi adalah “Apabila ada 

kehilangan/kerusakan dari kami, kami hanya mengganti maksimal 2x 

Ongkos cuci”13, klausula ini tertuju pada Pasal 18 ayat (1) huruf f, ketentuan 

tersebut melanggar hak konsumen yang mana seharusnya penentuan nilai 

ganti rugi ditentukan bersama antara pelaku usaha dan konsumen. 

Perjanjian baku yang digunakan dalam nota Laundry tersebut membuat 

konsumen tidak mempunyai banyak pilihan. Menjadi sangat merugikan 

karena terdapat klausula Eksonerasi di dalamnya. Penghapusan atau 

pembatasan kewajiban itu sendiri menimbulkan kewajiban yang dibebankan 

kepada konsumen jasa Laundry.  

Setelah mempertimbangkan deskripsi permasalahan di atas, calon 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

usaha Laundry di beberapa lokasi di Kabupaten Majene dengan fokus pada 

sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Karenanya, calon peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait 

                                                                 
12

 Nota Pembayaran Jasa Laundry “Prima Laundry Majene” Tanggal 3 Juli 2023 

13
 Nota Pembayaran Jasa Laundry “Laundry Bersih, Rapi dan Wangi” Tanggal 3Juli 2023 
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“Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian 

Baku Jasa Laundry Di Kabupaten Majene”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, 

sehingga pertanyaan pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana bentuk penggunaan klausula Eksonerasi pada nota Laundry di 

Kabupaten Majene? 

2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa 

Laundry terhadap konsumen atas ketentuan pencantuman klausula 

Eksonerasi pada nota Laundry di Kabupaten Majene?  

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bentuk penggunaan klausula Eksonerasi pada nota 

Laundry di Kabupaten Majene. 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban 

pelaku usaha jasa Laundry terhadap konsumen atas ketentuan 

pencantuman klausula Eksonerasi pada nota Laundry di Kabupaten 

Majene.  

2. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya 

sebagai berikut : 
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a. Unsulbar : Menambah koleksi referensi pada perpustakaan Universitas 

Sulawesi Barat terkhusus pada program studi ilmu hukum. 

b. Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi 

pemikiran untuk pemerintah setempat dalam membuat aturan atau 

kebijakan terkait pengembangan usaha yang berlandaskan hukum yang 

berlaku. 

c. Pelaku usaha: Menjadi pemahaman penting bagi pelaku usaha untuk 

menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan sebuah usaha. 

d. Peneliti: Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan 

wawasan baru tentang hukum perlindungan konsumen terhadap klausula 

Eksonerasi dalam perjanjian jasa Laundry.  
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BAB V 

 PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, penggunaan klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku jasa 

Laundry di Kabupaten Majene tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, 

karena dalam isi nota Laundry terdapat “Pengalihan tanggung jawab pelaku 

usaha kepada konsumen” atau klausula Eksonerasi. Oleh karena itu, hal ini 

dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hak-hak konsumen 

untuk memperoleh perlindungan atas jasa atau barang yang diLaundry.  

Pelaku usaha Laundry mencantumkan klausula Eksonerasi karena 

pelaku usaha mempunyai hak dari adanya perjanjian yang dibuat secara 

sepihak dan harus disepakati oleh pihak konsumen. Akan tetapi pada Pasal 

18 UUPK pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dan pelaku 

usaha tidak mengetahui bahwa itu dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan dan pada prinsipnya pelaku usaha hanya 

mengedepankan prinsip keuntungan semata tanpa melihat kualitas serta 

kuantitas dari suatu jasa yang dihasilkan. 

2. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa di bidang Laundry di 

Kabupaten Majene yaitu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan 

oleh pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, 
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akan tetapi pada pelaksanaanya pelaku usaha tidak mengikuti aturan UUPK 

yaitu ganti rugi dengan nominal yang setara sebagai pertanggungjawaban 

sebagai pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. 

  Berdasarkan aturan tersebut, bentuk ganti kerugian dari ke 5 pelaku 

usaha Laundry tersebut tidak sesuai dengan UUPK, karena terkait dengan 

barang yang rusak atau hilang diganti dengan setengah harga. Sedangkan 

untuk barang yang hilang atau rusak diganti dengan 5 kali ongkos pencucian 

dan adanya pakaian yang mengkerut, warna pakaian luntur bukanlah 

tanggung jawab dari pelaku usaha Laundry. Hal tersebut tidak mencerminkan 

ganti kerugian dengan nilai yang setara sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) 

sehingga sangat jelas terlihat bahwa bentuk ganti kerugian pelaku usaha 

Laundry tersebut bertentangan dengan UUPK. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pelaku usaha mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa 

yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggung jawab 

yang mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen serta sebaiknya ada 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha mengenai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pelaku usaha hendaknya bertanggungjawab akibat terjadinya kelalaian yang 

merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian yang setara dengan 

nominal dari barang yang rusak atau hilang tersebut dan tanggung jawab dari 
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pelaku usaha Laundry dan sesuai dengan ganti kerugian menurut UUPK 

yang berlaku.
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